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Rumah ‘Tepat bagi "Hak untuk Dilupakan’

aulan Menteri HAM Na-
talivs Pigal untuk e
U masukkan konsep “hak

untuk dilupakan™ (the rght to
be forgetien/KTBF) ke dalam
revisi Undanp-Undang Nomor
39 Tabum 1999 tentang Hak
Asasi Manusia sekilas lampak
progresif. i tengah maraknya
perundungan digital dan jejak
internet vang nyaris abadi, ga-
dagan membert hak agar data
digital warga tidak mudah di-
abses tampak melindung mar-
tabat manusia di era digital.

Narnun, justru di sinilah per-
aoalan konseptualnyn, Mema-
sukkan konsep ini ke dalam U
Hak Asnsi Manusia (HAM) ada-
lab kekeliruan kategors dalam
tesain hukum., Hak untuk di-
Iupakan, secara global, bukan
hak asasi manusiy, melainkan
mekanisne administratif per-
linelungan data vang harus lun-
duk pada rezim pers. keter-
hukaan infermasi, dan kepen-
tingan publik

Kensep HTEF mengemuka
bukan dari sengketa antava se-
chrang warga Spanyal dan mesin
pencari Google pada 2004, Maly-
kamah Uni Eropa lalu memu-
tuskan, seseorang berhak me-
minta mesin pencari mengha-
pus tautan menuju infarmasi
lama tentang diviva vang su

FPenedii Hkum Transnasional don kebifatan FPublik

dah tidak relevan,

Fenting untuk dicatat balwa
vang dihapus hukanlah arsip
media, melainkan kemudaban
mengaksesnva melalui mesin
pencart. Pulusan ini o dilem-
bagakan dalam Pasal 17 General
[ata  Protection  Regulation
{GDPRY Uni Eropo pada 2018,
RTTF dirumuskan sebagai hak
subwek data meminta pengha-
pusan data pribadi vang Lidak
lagi relevon, tidak alkurat, dipro-
s lanpa dasar hukum, atau
melanggar hak privasi

Sejumlah jurnalis dan media
laly menghadapi permobonan
penghapusan tadtan horita la-
ma dari individu yang meérasa
dirugikan oleh jejak digital ma-
s bl herdasarkan hak perlin-
dungan data, bukan atos dadil
pencemaran nama haik.

Dalam beberapa kasus, me-
kaanisme ini hahkan dipakai se-
bagal bentuk strafegic fnwsuit
aierins! publie parfivipafion
(SLAPP), vang menggugat ke-
beradaan laotan i mesin pen-
cari agar berita tersebut tidak
Tagi mudah ditemukan publik.

M sini terlibat. RTEE, jika
tidak divgi ketal dengan para-
meter kepentingan publik, da-
pal  bertransformasi  menjadi
instrumen untuk meredam in-
formasi yang sab. aowat, dan

memiliki nilai sejarih,

Oleh karena itw, GDPR sen-
diri memberikan pengecnalian
sangat tegas untuk kepentingan
jurnalistik, arsip sejarah, riset
imiah, ulau kepentingan pub-
lik. Sejak awal RTBF dirancang
sehagal hak untuk mengoreksi
ketidakadilan data digital. RT-
BF menverupa mekanisme 1a-
ta kelola data daripada norma
[lersobis hak asast manisia

D Eropa. RTEF tidak pernah
dimasukkan ke dalam  Euro-
pean Convention on Human
ights, tetapidi GEPH, regulasi
administratif tentang tata ke-
lola data pribadi. BT mem-
butuhlean perangkat sangat tek-
nis: definisi dita pribadi, siapa
prengendali “data, mekanisme
pormohona, proses keberatan,
dan obentas yang menifai apa-
kaly informasi it relevan atau
memiliki kepentingan publik.
Semua i cird khas hukum ad-
ministras data, bukan HAM.

Hukwn HAM berbicora da-
lamt babiasa yang luas dan prin-
sipil, vakoi martabat manusia,
kebehasan, privisi, dan keseta-
raan Kavenaitu, RTBF menjadi
berbabava jika “di-lEAM-Kan".
Ketika norma vang sangat tek-
nis ini dinaikkan statusnva jadi
norma HAM, 4 berisiko kehi-
langan mekanisme  pengujian

yang seharusnys menvertai dan
betubab darl hak untuk meng-
hapus data vang tidak adil men-

jaudi hak untuk menghapus jejak

informasi vang sah,

LU Perlindungan Duata Prila-
di (UU Mo 27/2022) secarn
strukturadalah tempatl vang pa-
ling ideal untuk RTBEE UL ini
sudah menpenal hak pengha-
pusan data pribadi, mengenal
siapa pengendali data, bagai-
mana mekanisme |Jl."]'l'l'|i.l'lti"lil[]
penghapusan, dan membuka
ruang pengawasan olch otoritas
yang bersifal administratif.

Bahkan, ULT ITE melalui Pa-
sal 26 Aval () dan (4 sudah
menvebut hak penghapusan in-
formasi elektronik yang tidak
relevan fewat penctapan peng-
adifoon Ini pada dosarmyva adalah
emhrio HTEF versi Indonesia.

Di sisl lain, karena konflik
terbesar RTHF selalu terjadi di-
ngan arsip berita, kepentingan
publik, dan hak masyarakal un-
fuls talw, pengaturannya secara
logis juga perlu dikaitkan de-
ngan UL Pers dan U0 Keterbu-
kaan Informasi Publik,

Memasuklan RTBE ke da-
lam U0 TEAM justru herisiko
menguhahnya dari mekanisme
koreksi  ketidakadilan data
menjacdi potensi alat mengha-

pus joejak publik vang sal.
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